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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa faktor penyebab terjadinya krisis dan bencana lingkungan hidup adalah
kesalahan perilaku cara pandang manusia (antroposentris) dan buruknya tata kelola
pemerintahan (bad governance). Cara pandang antroposentris ini menganggap bahwa
manusia dan kepentingannya adalah utama, alam hanya sebagai sarana untuk memenubhi
kebutuhan. Dalam tatanan ekosistem, manusia dan kepentingannya dianggap paling
menentukan. Eksploitasi manusia terhadap alam mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Faktor lain penyebab krisis dan bencana lingkungan hidup adalah buruknya tata kelola
pemerintahan (bad governance). Hal ini bisa dilihat dari pelanggaran hukum oleh pemerintah
mengenai aturan tentang tata ruang baik undang-undang atau peraturan daerah demi
kepentingan ekonomi masyarakat atau keuntungan pribadi pejabat. Kemudian praktek kolusi,
korupsi, dan nepotisme yang berujung pada pelanggaran berbagai aturan perundang-undangan
dengan akibat rusak dan hancurnya lingkungan hidup (Keraf, 2010:96-100).

Dari berbagai faktor penyebab krisis dan bencana lingkungan hidup tersebut apabila
dikaji secara mendalam, maka sebagai penyebab utamanya adalah tata ruang yang amburadul
dan tidak konsisten. Hal ini bisa dilihat pada saat pengalokasian ruang apakah sudah sesuai
dengan kondisi lingkungan, dan ketika sudah menjadi dokumen tata ruang apakah

diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu penetapan peruntukan



penggunaan ruang lebih didasarkan atas kepentingan pertumbuhan ekonomi ketimbang

pertimbangan sosial dan lingkungan (Hadi, 2014:126-127)

Lahirnya paradigma pembangunan berkelanjutan muncul bahwa pembangunan yang
hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi, berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
Pembangunan berkelanjutan bukanlah pembangunan yang menitikberatkan pada lingkungan
hidup atau pembangunan ekonomi, tetapi yang dimaksud pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial yang
diselenggarakan secara seimbang dan bersama-sama, karena jika tidak maka pembangunan
tidak berlanjut.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan paradigma pembangunan berkelanjutan di
Indonesia, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keraf (2010;250) menjelaskan yang
menjadi semangat, visi dan mimpi besar latar belakang dalam pembuatan Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2009 menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Untuk melindungi lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sekaligus mengatasi
berbagai permasalahan lingkungan yang tidak mampu diatasi oleh UU Nomor 32 Tahun
1997.

2. Diwujudkannya paradigma pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang menyatukan
semua komponen pembangunan. Pembangunan bukan semata-mata bertumpu pada bidang
ekonomi, akan tetapi komponen lain seperti sosial budaya dan perlindungan lingkungan
hidup

3. Mampu mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup.



Sebagai upaya melaksanakan semangat dan visi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu mewujudkan pembangunan
berkelanjutan, Pemerintah menetapkan peraturan perundangan yang mewajibkan setiap
kegiatan atau proyek harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
memiliki izin lingkungan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 2 ayat 1 disebutkan “Setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki 1zin Lingkungan,
kemudian dikuatkan dengan Pasal 4 ayat 2 disebutkan “ lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib sesuai dengan rencana tata ruang”.

Perencanaan adalah strategi dan proses pengambilan keputusan, hal ini sesuai pendapat
Friedman dalam Hadi (2005:19) bahwa perencanaan adalah suatu strategi untuk pengambilan
keputusan sebelumnya, dan sebagai suatu aktifitas tentang keputusan dan implementasi. Jadi
pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan, dan perencanaan bukan hanya
sekedar sebagai aktifitas mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi berkaitan dengan cara yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan aktor atau sejumlah aktor
yang mempunyai tujuan tertentu dan bukan merupakan keputusan berdiri sendiri. Kemudian
kebijakan publik merupakan apa yang sebenarnya dilakukan dalam rangka memecahkan
masalah, dan bukan sekedar ide atau gagasan atau keinginan pemerintah. Hal ini dikarenakan
kebijakan publik bukan sekedar bagaimana proses kebijakan dibuat tetapi berkaitan dengan

implementasi dan evaluasi kebijakan.



Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan publik, sebagaimana pendapat Badjuri dan
Yuwono (2002:99-102) karakteristik perencanaan kebijakan publik yang baik adalah sebagai
berikut :

1. Merupakan respon yang positif dan proaktif terhadap kepentingan publik. Hal ini perlu
ditekankan karena seringkali kebijakan direncanakan semata-mata untuk memenuhi
kepentingan politik atau kepentingan pribadi.

2. Merupakan hasil konsultasi dan debat publik dengan analisis yang mendalam, rasional, dan
memang ditunjukan untuk kepentingan umum.

3. Merupakan hasil dari manajemen partisipatif yang tetap membuka diri pada masukan dan
input, sepanjang belum ditetapkan sebagai kebijakan.

4. Menghasilkan rencana kebijakan yang mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah
dievaluasi, indikatornya jelas sehingga mekanisme akuntabilitasnya mudah pula.

5. Merupakan hasil pemikiran panjang yang telah mempertimbangkan berbagai hal yang
mempengaruhi.

6. merupakan perencanaan yang bevisi ke depan dan berdimensi luas yang tidak dipersiapkan
untuk kepentingan sesaat semata.

Sejak Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang sistem Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah diterapkan pada awal tahun 2000, kemudian disempurnakan
menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan yang lebih

luas dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan kata lain terjadi perubahan



paradigma sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten dan

kotamadya). Perubahan lebih luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

pembangunan.

Dalam upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di beberapa daerah
dilakukan melalui usaha pertambangan. Kebijakan yang mengatur tentang kegiatan
pengelolaan pertambangan  adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, kebijakan ini mengantikan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan yang sudah dianggap tidak
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Tujuan dari adanya Undang-undang Nomor 4
Tahun 2009 agar pengelolaan pertambangan bisa mandiri, andal, transparan, berdaya saing,
efisien dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara
berkelanjutan.

Menurut Silalahi dan Kristianto (2011,5-6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi
kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan
harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup,

transparansi, dan partisipasi masyarakat.



Walaupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara dan Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup sudah diberlakukan, namum kerusakan lingkungan di daerah tidak

berubah baik dalam jumlah maupun luasan wilayah. Hal ini bisa dilihat dari permasalahan

dan dampak fisik sosial akibat pertambangan batuan (galian C) di beberapa daerah sebagai

berikut :

1.

Terjadi konflik antara masyarakat dan Pemerintah Daerah di Desa Wonodoyo dan
Gedangan Kecamataran Cepogo Boyolali. Ribuan masyarakat menggelar demonstrasi
untuk menutup penambangan galian C di dua desa tersebut, hal ini dikarenakan kegiatan

penambangan galian C telah merusak jalan dan sumber air (Kompas 14 Mei 2010)

. Hilir mudik truk pengangkut di Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kabupaten

Cilegon menyebabkan jalan rusak, debu beterbangan menyebabkan penduduk di lokasi
penambangan menderita sesak napas dan gatal-gatal. Kemudian debu menutupi rumah
warga, kegiatan pertambangan juga menyebabkan pencemaran air sungai (Radar Banten

12 April 2015).

. Beberapa orang tewas dan cacat tertimbun longsor material galian C akibat tertimbun batu

dan tanah. Apabila hujan longsor material ke rumah penduduk dan kantor pemerintahan di

Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo (Republika, 4 Juni 2015)

. Sawah menjadi rusak dan hanya bisa ditanami pada saat musim kemarau saja, karena pada

saat musim hujan sawah menjadi kubangan air, terjadi di Desa Jenggotan Kecamatan

Kembang Kabupaten Jepara ( Suara Merdeka 30 Juli 2015 )

Dari keempat contoh kegiatan pertambangan di beberapa daerah tersebut, sebagian besar

kegiatan pertambangan mengakibatkan dampak fisik seperti kerusakan jalan, kerusakan



lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara dan bencana alam. Kemudian Dampak sosial
kegiatan pertambangan yang terjadi seperti konflik antara masyarakat dengan pengusaha atau
masyarakat dengan pemerintah, penduduk di lokasi pertambangan menjadi tidak nyaman, dan
munculnya beberapa penyakit.

Kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan tersebut tetap terjadi di berbagai
daerah, walaupun Pemerintah Pusat sudah merumuskan kebijakan pertambangan sesuai
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan di daerah
bupati/walikota lebih berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompoknya, mengenai hal ini
seperti yang dijelaskan oleh Sudradjat ( 2013:22-23) sebagai berikut :

“ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
sebenarnya memberikan keleluasan yang sama pada daerah. Namum dalam tataran
implementasi masih terdapat beberapa persoalan dan hambatan, baik yang sifatnya
menghambat akses rakyat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menggali
bahan galian maupun hambatan dari kepentingan daerah, kecenderungan bupati/walikota
kurang memperhatikan manfaat jangka panjang dan berdimensi luas untuk kepentingan
rakyat, tetapi lebih cenderung bermuara pada kepentingan sesaat bagi kepentingan pribadi
atau kelompoknya

Kebijakan pertambangan ini berpotensi untuk melahirkan konflik yang mengakibatkan
kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini seperti hasil penelitian dari
Mahrudin (2010) yang berjudul “ Konflik Kebijakan Pertambangan antara Pemerintah dan
Masyarakat di Kabupaten Buton”, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa :

1. Konflik terjadi karena kemandegan komunikasi antara perusahaan, masyarakat dan aparat
pemerintah, dalam hal ganti rugi tanah, dan tanaman yang disebabkan oleh penambangan,

2. Tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, akibatnya terjadi konflik
antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah

Dilihat dari hasil penelitian Mahrudin (2010) dan Sri Nurhidayati (2013), masyarakat tidak

dilibatkan secara politis dalam perumusan kebijakan. Dalam hal ini masyarakat tidak
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dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dilibatkan hanya sebatas sosialisasi dan
dengar pendapat, hal tersebut yang menimbulkan konflik di masyarakat.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Pemalang termasuk dalam pertambangan mineral
di luar panas bumi, minyak bumi serta air tanah. Jenis bahan galiannya adalah pasir, sirtu
dan tanah urug. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaaan Kegiatan Usaha Pertambangan bahwa jenis galian pasir, sirtu dan tanah urug
termasuk dalam pertambangan mineral batuan.

Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Pemalang berpedoman pada Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Dalam Peraturan Daerah
ini yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral
yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi,
penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendaalian kegiatan usaha pertambangan secara
berdaya guna dan berdaya saing.

2. Menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan hidup.

3. Menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku/atau sebagai sumber energi.

4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Daerah agar lebih mampu bersaing
dan tingkat nasional.

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.



Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPPKAD),
kontribusi pendapatan pajak dari sektor pertambangan di Kabupaten Pemalang pada Tahun
2013, 2014, dan 2015 mengalami peningkatan, namum kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) kecil hanya berkisar 0,11% sampai dengan 0,12 %., hal tersebut dapat dilihat

pada Gambar 1.1.

m Pendapatan Asli Daerah (PAD)  m Pajak Pertambangan (PP)

Rp280.868.500
2015 (12%)
Rp243.512.000
2014 (11%)
Rp147.223.250
2013 (11%)

Gambar 1 Kontribusi Pajak Pertambangan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemudian berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Tahun
2015, terdapat 99 perusahaan/Perseorangan yang bergerak pada usaha pertambangan di

Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Lokasi Tambang dan Peralatan yang digunakan di Kabupaten Pemalang

Jumlah Lokasi tambang Peralatan

No Kecamatan Lokasi . | Alat
Tambang Sungai | Darat | Manua berat

1 Bodeh 24 24 - 24 -

2 Ampelgading 7 7 - 7 -

3 Ulujami 2 2 - 2 -

4 Comal 1 1 - 1 -

5 Bantarbolang 42 32 10 33 9

6 Randudongkal 9 7 2 7 2

7 Pemalang 9 9 - 9 -

8 Belik 4 - 4 - 4

9 Petarukan 1 1 - 1

Jumlah 99 82 17 84 15

Sumber: DPU Kabupaten Pemalang, 2015



Kecamatan Bantarbolang merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat usaha
pertambangan dengan jumlah sebanyak 42 lokasi, 9 perusahaan dengan menggunakan
peralatan berat dan 33 menggunakan peralatan tradisonal.

Masyarakat di dalam dan di luar wilayah usaha pertambangan Kecamatan Bantarbolang
sangat bergantung mata pencahariannya terhadap usaha ini, khususnya yang menggunakan
peralatan tradisional atau tenaga manusia. Hal ini seperti dijelaskan sumber S (Warga
Kecamatan Bantarbolang ) yang menjelaskan sebagai berikut :

“ Daripada mencari kerja di Jakarta, warga banyak menjadi tenaga di galian. Bukan saja

dari warga Bantarbolang yang bekerja disitu akan tapi warga dari Moga dan Belik juga

banyak yang bekerja, penghasilannya berkisar Rp 50 s.d 70 ribu/hari «.
Dari penjelasan tersebut bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Bantarbolang dan di luar
Kecamatan Bantarbolang seperti Kecamatan Belik dan Moga secara ekonomi sangat
tergantung pada usaha pertambangan daripada harus mencari nafkah ke Jakarta.

Ketergantungan warga terhadap usaha pertambangan bisa dilihat pada saat diberikannya
Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap perusahaan menggunakan peralatan berat (escavator)
di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang. Warga masyarakat menentang dengan
melakukan demonstrasi di DPRD Kabupaten Pemalang, adapun alasannya warga
mengganggap dengan adanya usaha penambangan dengan menggunakan alat berat akan
mengurangi penghasilan mereka (Radar Pemalang, 16 Oktober 2012). Dengan peristiwa
tersebut jelaslah bahwa usaha pertambangan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
telah menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengusaha, dan masyarakat dengan
pemerintah

Berbeda dengan kegiatan pertambangan menggunakan peralatan berat atau eskavator,

yang sedikit menampung tenaga kerja sekitar 7 — 9 orang itupun sebagian besar berasal dari
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luar desa. Contohnya di Desa Glandang dari 8 orang tenaga kerja hanya 2 orang saja menjadi
tenaga kerja, bahkan di Desa Purana tidak ada satupun warga desa yang menjadi tenaga kerja
di lokasi tersebut sebagian besar tenaga kerja berasal dari luar Kecamatan Bantarbolang.

Aktifitas pertambangan dilakukan di 10 desa dari 17 desa yang berada di Kecamatan
Bantarbolang, yaitu : Desa Banjarsari, Bantarbolang, Glandang, Karanganyar, Lenggerong,
Pedagung, Pegiringan, Purana, Sambeng dan Sumurkidang. Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 2011-2031,
bahwa 10 Desa tersebut termasuk dalam kawasan peruntukan pertambangan

Penataan ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang, adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Bahwa untuk pemanfaatan tata ruang yang optimal, harus
dilakukan penataan ruang yang tepat, dalam arti bersesuaian dengan kondisi yang tersedia,
yang dimaksudkan adalah sesuai dengan kondisi fisik, ekonomi, sosial, kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan hidup atau pemanfaatan ruang wilayah harus sesuai dengan daya
dukung lahan (Adisasmita, 2012;106). Jadi agar pemanfaatan tata ruang pertambangan bisa
optimal atau sesuai dengan daya dukung lahan, maka diperlukan kajian yang komprehensif
baik kondisi fisik, ekonomi, sosial, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pemalang 2011-2031 disebutkan bahwa terdapat 14 desa di Kecamatan Bantarbolang yang
termasuk wilayah peruntukan kegiatan pertambangan. Dalam penyusunan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2011 tersebut tidak dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan, hal ini berpotensi pada

tidak adanya pengendalian kegiatan pertambangan, sehingga seluruh wilayah desa bisa
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dijadikan kegiatan pertambangan walaupun dalam lokasi tesebut termasuk dalam kawasan
lindung.

Salah satu syarat pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi adalah dokumen
lingkungan yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang. Dokumen atau Kajian
lingkungan yang digunakan di Kecamatan Bantarbolang adalah UKL-UPL dan SPPL. Pada
Tahun 2012-2014 terdapat 10 lokasi kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang di
darat yang termasuk kategori wajib UKL-UPL, dan 32 lokasi pertambangan di sungai dengan
kategori SPPL, bisa dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Dokumen Lingkungan yang digunakan pada Kegiatan Pertambangan di Kecamatan
Bantarbolang

No Jen_ls Dokumen Peralatan yang digunakan Lokasi Kegiatan
Lingkungan Berat Manual
1 UKL- UPL 9 1 Darat
2 | SPPL - 32 Sungai
Jumlah 9 33

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan, yang dimaksud SPPL atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup adalah pernyataan
kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL, sedangkan
UKL dan UPL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan
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Pemberian rekomendasi dokumen UKL-UPL setelah dilakukan kajian lingkungan
terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang
mempunyai kewenangan memeriksa dokumen UKL-UPL. Untuk rekomendasi SPPL tidak
dilakukan kajian lingkungan, rekomendasi SPPL diberikan bertujuan hanya untuk memenuhi
syarat supaya lzin Usaha Pertambangan (IUP) agar bisa diterbitkan sehingga kegiatan
pertambangan di sungai tidak liar. Jadi kajian lingkungan hanya dilakukan pada kegiatan
pertambangan di darat dengan hasilnya adalah rekomendasi dokumen UKL-UPL.

Masyarakat sekitar usaha pertambangan di Kecamatan Bantarbolang adalah masyarakat
yang terkena langsung dampak fisik maupun sosial dari usaha pertambangan, akan tetapi
masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam kajian lingkungan, keterlibatan masyarakat
hanya sebatas sosialisasi. Dalam pembahasan dokumen UKL-UPL kegiatan pertambangan
hanya melibatkan perwakilan pemerintah desa saja.

Ripley dan Fraklin (Dalam Winarno, 2012 :148) yang dimaksud implementasi kebijakan
adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program.
Setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi di Kecamatan Bantarbolang
diterbikan/disyahkan oleh DPU Kabupaten Pemalang, maka kegiatan penambangan sudah
bisa dilaksanakan dengan panduan dokumen UKL-UPL sebagai dokumen pengendalian
dampak lingkungan. Adapun tujuan dari UKL-UPL untuk mencegah, meminimalkan dampak
negatif kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang terhadap lingkungan.

Kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang secara visual menyebabkan dampak
kerusakan lingkungan dan mengakibatkan dampak sosial. Kerusakan lingkungan seperti tanah
menjadi gersang, gundul, rusaknya jalan yang menghambat mobilitas warga, persawahan

menjadi kubangan. Kemudian dampak sosialnya seperti ketidaknyamanan warga masyarakat

13



karena banyaknya debu yang disebabkan oleh lalu lalangnya kendaraan pengangkut hasil

tambang.

Salah satu kegiatan yang penting dan harus dilakukan dalam pelaksanaan UKL-UPL
kegiatan pertambangan adalah kegiatan reklamasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Petambangan mineral, yang dimaksud kegiatan Reklamasi
adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi
kembali sesuai peruntukannya. Dari pengamatan di lokasi penambangan, beberapa
perusahaan yang masa izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku atau hampir
selesai belum ada aktifitas kegiatan reklamasi.

B. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diuraikan diatas, diidentifikasikan masalah sebagai
berikut:

1. Hanya sebagian kecil masyarakat sekitar pertambangan yang menjadi tenaga kerja pada
kegiatan pertambangan dengan menggunakan peralatan berat, bahkan ada yang tidak sama
sekali menyertakan masyarakat

2. Kegiatan pertambangan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengusaha, dan
masyarakat dengan pemerintah

3. Masyarakat sekitar tidak dilibatkan secara langsung dalam kajian lingkungan, keterlibatan
masyarakat hanya sebatas sosialisasi.

4. Belum optimalnya proses reklamasi di wilayah kegiatan pertambangan, hal ini bisa dilihat
beberapa perusahaan yang masa izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku atau

hampir selesai, belum ada aktifitas kegiatan reklamasi.
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. Kegiatan pertambangan menyebabkan dampak kerusakan lingkungan dan dampak sosial.

Kerusakan lingkungan seperti tanah menjadi gersang dan gundul, rusaknya jalan yang
menghambat mobilitas warga. Dampak sosial seperti seperti ketidaknyamanan warga

masyarakat karena banyaknya debu

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab

melalui penelitian ini adalah :

1.

Bagaimana penyusunan rencana tata ruang wilayah pertambangan di Kecamatan
Bantarbolang Kabupaten Pemalang ?
Bagaimana kajian lingkungan kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang

Kabupaten Pemalang ?

. Bagaimana implementasi SPPL dan UKL-UPL kebijakan pertambangan di Kecamatan

Bantarbolang Kabupaten Pemalang ?
Bagaimana dampak lingkungan fisik dan sosial akibat kebijakan pertambangan di

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ?

. Bagaimana model kebijakan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten

Pemalang?

D. Tujuan Penelitian

1.

2.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengkaji penyusunan rencana tata ruang wilayah pertambangan di Kecamatan
Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Untuk mengkaji kajian lingkungan kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang

Kabupaten Pemalang.
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. Untuk mengkaji implementasi SPPL dan UKL-UPL kebijakan pertambangan di

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
Untuk mengkaji dampak lingkungan fisik dan sosial adanya kebijakan pertambangan di

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

. Mengajukan (menyusun) model kebijakan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang

Kabupaten Pemalang.

E. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik untuk menambah
khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu lingkungan, dan bagi peneliti lainnya yang
tertarik terhadap penelitian sejenis.

Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi
Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya,

dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan lokasi penambangan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian Model Kebijakan Pertambangan Berkelanjutan belum banyak dilakukan dalam

bentuk disertasi. Penelitian dengan topik kebijakan pertambangan yang sudah dilakukan

tentang proses perumusan dan implementasi kebijakan pertambangan. Untuk penelitian

tentang perumusan kebijakan yang sudah dilakukan tentang prosedur dan kepatuhan

pemerintah daerah dalam melaksanakan prosedur pemberian izin pertambangan, kemudian

untuk implementasi kebijakan pertambangan yang sudah dilakukan tentang implementasi

peraturan pertambangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
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Penelitian Kebijakan Pertambangan Berkelanjutan Di Kecamatan Bantarbolang
Kabupaten Pemalang fokus perhatiannya pada penyusunan rencana tata ruang wilayah
pertambangan, kajian lingkungan, dan implementasi SPPL dan UKL-UPL kegiatan
pertambangan. Fokus penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya, lokus
penelitian ini pada pemerintah daerah, lingkungan fisik, dan sosial kegiatan pertambangan

Penelitian dampak fisik lingkungan dan sosial kegiatan pertambangan sudah banyak
dilakukan, akan tetapi penelitian tentang dampak lingkungan fisik dan sosial kebijakan
pertambangan belum banyak dilakukan. Dalam penelitian dampak lingkungan fisik dan
sosial kebijakan pertambangan Kecamatan Bantarbolang, rencana tata ruang dan kajian
lingkungan, implementasi SPPL dan UKL-UPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantarbolang dengan ciri-ciri masyarakat pedesaan
yang mata pencaharianya bergantung pada kegiatan perkebunan dan pertanian. Peralatan yang
digunakan dalam kegiatan pertambangan di Kecamatan ada dua macam yaitu dengan
peralatan tradisional dan alat berat. Dengan adanya kegiatan pertambangan baik
menggunakan peralatan tradisional dan alat berat diperkirakan akan mempengaruhi kehidupan
lingkungan sosial di lokasi tersebut. Jadi fokus penelitian disini adalah kajian yang ditinjau
dari sisi ilmu lingkungan dengan menggunakan teori administrasi publik

Ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang khusus berkaitan dengan topik
pertambangan sebagai berikut :

1. Inarni Nur Dyahwati (2007) dalam tesis Magister Illmu Lingkungan berjudul “Kajian
Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung

Sumbing di Kabupaten Temanggung”.
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Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa kegiatan usaha pertambangan Pasir di Daerah Sabuk
Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung terdapat dampak lingkungan dan dampak
negatif sosial. Dengan valuasi ekonomi sebanyak 0,67 disimpulkan bahwa keuntungan
dari kegiatan usaha pertambangan tidak sepandan dengan kerusakan lingkungan

. Ismail (2007) dalam tesis Magister ilmu Lingkungan Undip dengan judul “Analisis
Implementasi Kebijakan Pertambangan Bahan Galian Gol C di Kawasan Gunung Merapi
Kabupaten Magelang”.

Implementasi penataan dan penertiban kegiatan penambangan kurang efektif karena
komitmen pemerintah tinggi, namum belum optimal komitmen para pengusaha tambang
untuk mematuhi aturan rendah, dukungan publik rendah

. Yudhistira (2008) tesis Magister lImu Lingkungan Undip Tahun 2008 yang berjudul
“Kajian Dampak Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat Penambangan Pasir di Desa
Keningar kecamatan Dukun Kabupaten Magelang”.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan usaha penambangan pasir berdampak pada
lingkungan fisik dan sosial ekonomi.

. Bambang Wibisono (2009) disertasi Sekolah Pascasarjana IPB dengan judul “Model
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan mineral yang Berkelanjutan™.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual kebijakan pengelolaan
pertambangan mineral berdasarkan konsep pembangunan beserta faktor-faktor pendukung
yang terdapat diwilayah Mod-ADA Kabupaten Mimika Papua

. Suhartadi (2009) dalam tesis llmu Lingkungan Undip dengan judul * Evaluasi Pengelolaan
Lingkungan Kegiatan Penambangan Batu Kapur PT Sinar Asia Fortuna (SAF) di

Rembang”.
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Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa aktifitas kendaraan yang membawa batu kapur
yang melewati jalan tambang, berdampak pada menurunnya kualitas udara (debu) dan
meningkatnya kebisingan ambien. Kegiatan ini juga berdampak pada meningkatnya
pendapatan masyrkat dan menambah lapangan kerja

. Mahrudin (2010) dalam jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin
Kendari dengan judul “ Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan
Masyarakat di Kabupaten Buton”.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan,
dan masyarakat dengan pemerintah, disebabkan oleh kemandegan komunikasi antara
perusahaan, masyarakat dan aparat pemerintah berkaitan ganti rugi tanah, tanaman dan
masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

. Roro Nawang wulan (2012) dalam tesis Magister llmu Lingkungan Undip dengan judul
“Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam di Kota Semarang (Studi Kasus
di Kecamatan Ngaliyan)”.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dampak lingkungan dan dampak sosial terjadi
akibat kegiatan penambangan mineral bukan logam.

. Ahmad Averus dan Andi Pitono (2013) dalam Jurnal Pascasarjana IPDN Tahun 2013
dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Efektivitas
Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan
Sumber Daya Mineral Kota Palu”.

Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan secara

signifikan berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup”.
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9.

10

11.

Ruli Kurlia (2013)  FISIP Universitas Riau dengan judul “Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Sektor Pertambangan. ”. Dalam jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah,
Volume 11, Nomor 1, Juni 2013, him. 1-70

Dalam penelitian ini disimpulkan pelaksanaan kegiatan, target, dan unsur pelaksana adalah
faktor-faktor teknis yang mempengaruhi implementasi kebijakan pertambangan di
Kabupaten Kuantan Singingi. Perda Nomor 2 Tahun 2003 mempengaruhi Implementasi

kegiatan.

. Sri Nurhidayati (2013) dalam tesis Universitas Gajah Mada dengan judul” Proses

Perumusan Kebijakan Pertambangan Di Kabupaten Sumbawa”.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian IUP yang dilakukan Bupati tidak
sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP. Penyebab banyaknya
permasalahan dalam IUP salah satunya belum adanya perda rencana tata ruang wilayah
atau penetapan zonasi

Samuel Rizal (2013) dalam tesis Magister IImu Administrasi Negara Fisipol Universitas
Mulawarman dengan judul “Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap
kehidupan sosial ekonomi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan
Makroman”

Dalam penelitiannya disimpulkan pertambangan batubara berdampak positif dan negatif.
berdampak postif dari segi ekonomi pada sebagian kecil masyarakat. Dampak negatif
antara lain konflik masyarakat dengan perusahaan yang disebabkan oleh banjir lumpur
pada pertanian warga, sehingga menyusutnya hasil pertanian. Masyarakat kehilangan
lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka turun temurun, hal tersebut

disebabkan sebagian besar lahan pertanian dialihfungsi untuk kegiatan pertambangan.
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12.

13.

14.

Masyarakat tidak memperoleh kesejahteraan sosial ekonomi dari kegiatan pertambangan
seperti yang terjadi di Makroman. Dampak negatif kegiatan penambangan lebih besar
daripada dampak positifnya.

Asril (2014) ”Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat
Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, Jurnal Kewirausahaan , Vol 13,
No.1, Januari- Juni 2014

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dampak dari
pertambangan terhadap kehidupan masyarakat sangat banyak baik bidang ekonomi, sosial
dan kerusakan lingkungan.

Abdon Hernandez (1997) “Mexico Policy and Regulatory Framework for mining”, Law
& Relations, Industrias Peoles, Mexico

Dalam Peneliitian ini dijelaskan bahwa Meksiko telah menetapkan kebijakan
pertambangan baru yang didefinisikan dengan baik untuk industri pertambangan.
Kemudian dengan peraturan yang ada Meksiko terbuka untuk investasi tambahan di
bidang pertambangan, dari dalam maupun dari luar negeri, sendiri atau melalui aliansi
strategis dengan investor lokal.

Gavin Hilson, Barbara Murck, (2000) “ Sustainable development in the mining industry:
clarifying the corporate perspective”, T.H. Huxley School of Environment, Earth
Sciences and Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, Royal
School of Mines, Prince Consort Road, London

Dalam makalah ini dijelaskan tentang perusahaan pertambangan yang berkelanjutan dan
panduan perusahaan pertambangan yang berkelanjutan. Adapun untuk mengidentifikasi

beberapa panduan praktis akan meningkatkan kegiatan pertambangan berkelanjutan
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15.

16.

meliputi : peningkatan perencanaan, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup,
peningkatan manajemen limbah dan penerapan teknologi bersih, mengatasi kebutuhan
masyarakat dan pemangku kepentingan, peningkatan kemitraan berkelanjutan.
penekanan pada pelatihan.

D. Humphreys (2001) ‘Sustainable development Can The mining Industry Afford” , Rio
Tinto Plc, 6 St. James’s Square, London SW1Y 4LD, UK

Dalam makalah ini dijelaskan tentang pengadopsian  nilai-nilai pembangunan
berkelanjutan industri pertambangan di Amerika Serikat yang otomatis akan menjadikan
peningkatan biaya industri pertambangan di negara tersebut.

R.K. Amankwaha, C. Anim-Sackey (2004) “Strategies for sustainable development of the
small-scale gold and diamond mining industry of Ghana”, Mining Engineering
Department, Queen’s University, Kingston, Ont., Canada K7L 3N6, Small-Scale Mining
Department, Minerals Commission, Tarkwa, Ghana

Dalam makalah ini dijelaskan perkembangan industri pertambangan emas skala kecil dan
industri berlian pertambangan di Ghana dan mengusulkan beberapa strategi tentang

bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan pada industri

17. Roy Lovel (2008) “Social dimensions of mining: Research, policy and practice challenges

for the minerals industry in Australia” School of Social Sciences, La Trobe University,
Plenty Road, Bundoora 3086, Australia

Dalam makalah ini menyajikan tentang, perdebatan dan penelitian, isu-isu kontemporer
dalam industri mineral Australia sejak tahun 2002 dan pengembangan proyek

pertambangan mineral berkelanjutan
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18. LI Yong-feng LIU Yuan-hua, DU Zhuan-ping, CHEN Jie (2009) “Effect of coal

19.

20.

resources development and compensation for damage to cultivated land in mining areas ”
Jiangsu Key Laboratory for Resources and Environmental Information Engineering,
China dan School of Environment and Spatial Informatics, China University of Mining &
Technology, Xuzhou, Jiangsu China.

Dalam penelitian ini dijelaskan tentang pengaruh pengembangan sumber daya batubara
pada lahan di wilayah pertambangan terhadap fisk tanah berupa penurunan lahan
kesuburan lahan perubahan struktur tanah. Kemudian tentang proses kompensasi
kerusakan lingkungan di daerah pertambangan batubara ditentukan oleh biaya reklamasi
lahan yang subur dan kerugian pertanian selama periode ketika kerusakan yang
ditimbulkan

R. Worrall (2009), "Towards a sutainability criteria and indicators frame work for legacy
mine land, * The University of Queensland, Brisbane, QLD 4072, Australia,

Dalam penelitian ini dijelaskan pengembangkan kriteria keberlanjutan dan kerangka
kerja indikator untuk memenuhi kebutuhan khusus dari tanah warisan tambang.
Kerangka yang dihasilkan terdiri dari 14 kriteria dan 72 indikator

Terry OCallaghan (2010), “Patience is a virtue: Problems of regulatory governance in
the Indonesian mining sector ”, Centre for International Risk, School of Communication,
International Studies and Languages, University of South Australia, Magill Campus,
Australaia

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bahwa undang-undang pertambangan baru akan
melakukan banyak perubahan. Indonesia tidak mungkin akan menjadi tujuan pilihan

untuk investasi pertambangan di masa mendatang. Peraturan yang tumpang tindih,

23



21.

22.

23.

korupsi merajalela, dan kurangnya kapasitas kelembagaan terus menjadi perhatian
investor

Diana Mutti, Diego Vazquez-Brust ' Natalia Yakovleva , Martin H. Di Marco (2011), “
Corporate social responsibility in the mining industry: Perspectives from stakeholder
groups in Argentina”, Geology Department,University of BuenosAires,&University of
Winchester, SparkfordRoad, Winchester, Hampshire SO224NR,United Kingdom

Dalam penelitian ini menganalisis studi kasus dua proyek pertambangan konflik di
Argentina. Kemudian dijelaskan bagaimana para pemangku kepentingan utama
memandang kontribusi CSR bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial-ekonomi
masyarakat pertambangan dan pembangunan berkelanjutan bangsa.

Nicola Careddu, Giampaolo Siotto (2011), “ Promoting ecological sustainable planning
for natural stone quarrying. The case of the Orosei Marble Producing Area in Eastern
Sardinia” Geoengineering and Environmental Technologies Department, University of
Cagliari, Via Marengo 3, 09123 Cagliari, Italy.

Makalah ini manganalisis faktor dampak lingkungan (kebisingan, getaran, asap, debu,
lalu lintas kendaraan) akibat adanya penggalian marmer dan pengolahan di kawasan
industri Orosei di Sardinia Timur Italia. Solusi juga diusulkan untuk mencegah,
mengurangi dan, jika mungkin, menghilangkan dampak pada lingkungan

Zhuo-fu Wang, Ji-yong Ding, Gao-sheng Yang (2012), “Risk analysis of slope instability
of levees under river sand mining conditions”, Institute of Engineering Management,

Hohai University, Nanjing 211100, P. R. China
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Penelitian ini menganalisis ketidakpastian lereng dan stabilitas tanggul akibat adanya
penambangan pasir sungai, termasuk ketidakpastian dari eksploitasi berlebihan oleh
kontraktor penambangan pasir di Sungai Yangtze.

24. Tekedil Zeenat Humsa, R. K. Srivastava (2015)“ Impact of Rare Earth Mining and
Processing on Soil and Water Environment at Chavara, Kollam, Kerala: A case Study ”,
Department of Civil Engineering, MNNIT Allahabad, PO 211004, UP, India
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan variasi geokimia di tanah karena
kontaminasi dan tingkat pencemaran air dari sumber air yang berbeda di daerah
penelitian

25. M.A. Gomez-Gonzalez , J. Garcia-Guinea , F. Laborda , F. Garrido (2015), “ Thallium

occurrence and partitioning in soils and sediments affected by mining activities in
Madrid province (Spain)”, National Museum of Natural Sciences, Madrid Spain, Group
of Analytical Spectroscopy and Sensors Group, Institute of Environmental Sciences,
University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.

Dalam penelitian dijelaskan terjadinya talium dan partisi di tanah dan sedimen akibat
dampak kegiatan pertambangan di Provinsi Madrid (Spanyol). Residu dibuang di
tempat yang mempengaruhi untuk tanah dan air dekat kota Madrid (Spanyol).

Dibawah ini akan disajikan matrik yang bertujuan untuk membandingkan penelitian
peneliti dengan penelitian yang sebelumnya. Hal ini berfungsi memberi pengertian tentang
posisi peneliti. Untuk memastikan posisi tersebut dilakukan perbandingan penelitian peneliti
dengan peneliti-peneliti yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Pada tabel 1.3 berikut

ini akan disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :
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Tabel 1.3

Matrik Penelitian Terdahulu

Kabupaten Magelang.

penambangan pasir.

. Mengajukan usulan pengelolaan

lokasi penambangan pasir.

No Nag%ﬁlejz)e“t' J%izlr:ﬁrlfg:fé?ﬂigsn Tujuan Penelitian Hasil Penelitian
1 | Inarni Nur | Kajian Dampak Lingkungan | 1. Menganalisis tingkat erosi di lokasi | 1. Tingkat bahaya erosi termasuk berat dan di lokasi sangat berat.
Dyahwati Kegiatan Penambangan penambangan pasir 2. Menimbulkan dampak terhadap fisik lingkungan maupun sosial
(2007),  Tesis | Pasir Pada Daerah Sabuk | 2. Menganalisis dampak lingkungan |  ekonomi masyarakat
MIL Hijau Gunung Sumbing di dan sosial ekonomi kegiatan | 3. Model perencanaan pengelolaan lingkungan lokasi penambangan
Kabupaten Temanggung penambangan pasir disusun berdasarkan metode tujuh langkah perencanaan
. Mengajukan model pengelolaan
lingkungan
2 | Ismail  (2007), | Analisis Implementasi | 1. Untuk  mengetahui  komitmen | 1. Komitmen pemerintah sudah tinggi, tapi belum optimal
Tesis MIL Kebijakan ~ Pertambangan Pemerintah Kabupaten Magelang, | 2. Komitmen para penambang untuk menaati kebijakan masih rendah
Bahan Galian Gol C di | 5 yntuk mengetahui komitmen para | 3. Dukungan dari masyarakat dan publik masih rendah
E:\évj;:?en%j;guer:gnglwerapl pelaku penambangan 4. Perencanaan pengelolaan kegiatan menggunakan tujuh langkah
. Untuk  mengetahui  dukungan perencanaan.
publik
. Mengajukan model pengelolaan
lingkungan
3 Yudhistira Kajian Dampak Kerusakan |1. Tingkat kerusakan lingkungan | Tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalah moderat dan ringan
(2008) lingkungan yang terjadi yang terjadi di lokasi | dan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor,
akibat penambangan pasir penambangan pasir. berkurangnya debit air permukaan (mata air), tingginya lalu lintas
di Desa Keningar |2, Mengkaji ~dampak  kerusakan | kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusi udara, dan dampak
kecamatan Dukun lingkungan yang terjadi akibat | sosial ekonomi

26




Suhartadi (2009) | Evaluasi Pengelolaan | 1. Mengkaji dampak pengangkutan | 1. Pengangkutan batu Kkapur yang melewati jalan tambang, telah
Lingkungan Kegiatan terhadap  kondisi  lingkungan, menimbulkan dampak penurunan kualitas udara (debu) dan
Penambangan Batu Kapur sosial dan kesehatan masyarakat peningkatan kebisingan ambien.
PT Sinar Asia Fortuna sekitar. 2. Membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
(SAF) di Rembang 2. Mengkaji pelaksanaan reklamasi | 3. Kegiatan reklamasi terbagi dua bagian yaitu rehabilitasi lahan
yang  berpengaruh  terhadap sebelum penanaman dan revegetasi. Kurang suburnya lahan
lingkungan dan sosial ekonomi reklamasi, disebabkan tipisnya tanah yang dipergunakan untuk
masyarakat. penutup lapisan atasnya. Upaya pengelolaan lingkungan dari
3. Mengkaji  efektivitas  upaya kegiatan pengangkutan dan reklamasi PT SAF masih kurang efektif
pengelolaan  lingkungan  dari dalam meminimalkan dampak lingkungan dan sosial ekonomi
kegiatan  pengangkutan  dan
reklamasi.
4. untuk mengajukan usulan
pengelolaan lingkungan.
Bambang Model Kebijakan | Merumuskan ~ model  konseptual | 1. Faktor yang mempangaruhi penurunan daya dukung lingkungan
Wibisono Pengelolaan  Lingkungan | kebijakan pengelolaan pertambangan diwilayah Mod-ADA Kabupaten Mimika Papua dari PT Freeport
(2009) Pertambangan Mineral | mineral  berdasarkan konsep yang mencapai 230.000 Ton per hari yang dialirkan melalui sungai
yang Berkelanjutan. pembangunan beserta faktor-faktor serta aktifitas pertambangan informal tidak terkendali.
pendukung yang terdapat diwilayah | 2, Upaya pengelolaan fisik lingkungan di Mod-ADA meliputi stabilitas
Mod-ADA Kabupaten Mimika Papua unggul dan pembuatan saluran aliran pasir sisa tambang atau sistem
kanalisasi dan pembuatan permeble dikes untuk retensi sedimen dari
endapan sisa pasir tambang.
Mahrudin Konflik Kebijakan | Menganalisis dan mendeskripsikan | Konflik terjadi karena kemandegan komunikasi antara perusahaan,
(2010) Pertambangan antara | masalah-masalah  yang  menjadi | masyarakat dan aparat pemerintah
Pemerintah dan | konflik, para aktor yang terlibat, dan
Masyarakat. sumber-sumber konflik dalam
penambangan.
Roro  Nawang | Dampak Kegiatan | 1. Mengkaji kerusakan lingkungan | 1. Kerusakan Lingkungsn
Wulan (2012) Penambangan Mineral fisik akibat penambangan mineral a. Kondisi tanah permukaan di wilayah studi menjadi lebih
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Bukan Logam di Kota
Semarang (Studi Kasus di
Kecamatan Ngaliyan

bukanlogam
2. Mengkaji dampak sosial akibat
penambangan  mineral  bukan

logam terhadap masyarakat.
3. Merumuskan usulan pengelolaan

membahayakan dengan adanya lereng-lereng yang curam,
b. terbukanya kawasan konservasi, pohon-pohon yang semula berada
di perbukitan menjadi hilang
C. Lahan di sekitar lokasi penambangan menjadi gundul dan gersang,
d. banjir dan tanah longsor.
2. Dampak sosial

lingkungan di lokasi a. ketidaknyamanan warga masyarakat disebabkan oleh pencemaran
penambangan debu.
b. dibebaskannya lahan atau bangunan oleh PT. IPU dengan nilai
ganti rugi yang kurang memadai
9 Ahmad Averus | Pengaruh Implementasi | Untuk  mengetahui pengaruh | 1. Implementasi kebijakan pertambangan secara signifikan berpengaruh
dan Andi Pitono | Kebijakan  Pertambangan | implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota
(2013) Terhadap Efektivitas | pertambangan terhadap efektivitas Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Penanganan Kualitas | penanganan  kualitas  lingkungan | 2. Faktor-faktor teknis yang mempengaruhi implementasi kebijakan
Lingkungan Hidup Pada | hidup pertambangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pelaksanaan
Dinas Pekerjaan  Umum, kegiatan, target dan unsur pelaksana.
Energi Dan Sumber Daya
Mineral Kota Palu
10 | Ruli kurnia | Implementasi Kebijakan | Mengidentifikasi dan menganalisis | Faktor-faktor teknis yang mempengaruhi implementasi kebijakan
(2013) Pengelolaan Sektor | faktor-faktor yang mempengaruhi | pertambangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pelaksanaan
Pertambangan. implementasi kebijakan | kegiatan, target, dan unsur pelaksana
pertambangan di Kabupaten Kuantan
Singingi.
11 | Sri Nurhidayati | Proses Perumusan | 1. Mengetahui proses pemberian | 1. Pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan
(2013) Kebijakan  Pertambangan IUP dan perumusan kebijakan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara

Di Kabupaten Sumbawa

IPR.

2. Mengetahui keberpihakan kedua
kebijakan  tersebut  terhadap
kepentingan publik

3. Mengetahui konflik kepentingan

normatif.

2. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai
pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar.

3. Konflik kepentingan yang terjadi sangat elitis.
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yang terjadi diantara aktor
kebijakan
12 | Samuel  Rizal | Analisis dampak kebijakan | Menemukan kondisi riil ~sosial | Hadirnya penambangan hanya menguntungngkan sebagian kecil
(2013) pertambangan terhadap | ekonomi masyarakat di Makroman | masyarakat, sebagian besar merugikan secara ekonomi dan sosial.
kehidupan sosial ekonomi | untuk menganalisis dampak
terhadap kehidupan sosial | kebijakan pertambangan batubara
ekonomi Masyarakat di | dan  merekomendasikan  sistem
Kelurahan Makroman pengelolaan sumber daya alam yang
berpihak pada masyarakat
13 | Asril Dampak Pertambangan | Mengetahui Dampak Pertambangan | Dampak Pertambangan Galian C :
(2014) Galian C Terhadap | Galian C Terhadap Kehidupan | 1. Ekonomi : hilangnya mata pencaharian / Hilangnya sebagian tempat
Kehidupan Masyrakat | Masyarakat di Kecamatan Koto mata pencaharian
Kecamatan Kota Kampar | Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2. Sosial : terkorbannya pemiliki lahan, ketimpangan sosial., terjadi
Hulu Kabupaten Kampar konflik
3. Fisik lingkungan Pencemaran air, Terjadi abrasi
4. Fasilitas umum seperti rusaknya jalan raya, hilangnya tempat rekreasi
14 | Abdon Mexico Policy and | Mengkaji Peraturan Pertambangan di | Dengan peraturan yang ada Meksiko terbuka untuk investasi tambahan
Hernandez Regulatory Framework for | Mexico di bidang pertambangan, dari dalam maupun dari luar negeri, sendiri
(1997) Mining atau melalui aliansi strategis dengan investor lokal
15 | Fiona Solomon, | Social dimensions  of | Mengetahui dimensi sosial dari | Luasnya masalah dari dimensi sosial dari pertambangan di Australia,
EvieKatz mining: Research, policy | pertambangan di Australia dan menunjukkan bahwa sosial merupakan kunci keberhasilan bisnis
RoyLovel and practice challenges for yang berkelanjutan.
(2008) the minerals industry in
Australia
16 | Li Yong-feng | Effect of coal resources | 1. Mengetahui Pengaruh | 1. Pengaruh fisik
Liu  Yuan-hua, | development and pengembangan  sumber daya | a. Permukaan subsidensi dan penurunan lahan kesuburan lahan
du Zhuan-ping, | compensation for damage batubara pada lahan di wilayah b. Perubahan struktur tanah dan penurunan kualitas lahan
Chen Jie (2009) | to cultivated land in mining pertambangan 2. Kompensasi ditentukan

areas

2. Mengetahui proses kompensasi
kerusakan lingkungan di daerah

a. kompensasi untuk penurunan lahan bersih,
b. biaya reklamasi lahan yang subur
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pertambangan batubara

C. kerugian pertanian selama periode Kketika kerusakan yang
ditimbulkan

17 | D.Humphreys | Sustainable  development | Mengetahui dampak pengadopsian | |nternalisasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan akan memiliki

(2001) Can The mining Industry | nilai-nilai pembangunan | yampak biaya material, dan cara untuk mengimbangi biaya ini melalui
Afford berkelanjutan dalam industri .
pertambangan di Amerika Serika pertumbuhan produktivitas , dan modal yang rendah.

18 | Gavin  Hilson, | Sustainable development in | Mengidentifikasi panduan | Identifikasi kegiatan pertambangan berkelanjutan meliputi : peningkatan
Barbara Murck | the  mining industry: | pertambangan yang berkelanjutan perencanaan, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan
(2001) clarifying the manajemen limbah dan penerapan teknologi bersih,

corporate perspective mengatasi kebutuhan  masyarakat, dan pemangku kepentingan,
peningkatan kemitraan berkelanjutan. Penekanan pada pelatihan.

19 |R.K Strategies for sustainable | 1. Mengetahui pverkembangan | 1. Dampak sosial-ekonomi
Amankwaha, C. | development of the small- Industri  Pertambangan emas | 2. Dampak lingkungan yang merugikan.

Anim-Sackey scale gold and diamond skala kecil dan berlian. 3. Program pendidikan untuk pertambangan yang aman
(2004) mining industry of Ghana 2. Strategi konsep pembangunan | 4. Meningkatkan nasib jika mereka membentuk koperasi, atau sektor-
berkelanjutan di Ghana sektor ekonomi lainnya

20 | R. Worrall | Towards a sutainability | Mengidentifikasi kriteria dan | kriteria keberlanjutan dan kerangka kerja, indikator dihasilkan terdiri
(2009), ” criteria  and indicators | kerangka kerja indikator kebijakan | dari 14 kriteria dan 72 indikator.

frame work for legacy mine | pertambangan yang berkelanjutan
lan

21 | Terry Patience is a virtue: | Mengkaji Peraturan di Sektor 1. Bahwa undang-undang pertambangan baru akan melakukan banyak
OcCallaghan Problems of regulatory | Pertambangan Indonesia perubahan.

(2010) governance in the 2. Tidak mungkin akan menjadi tujuan pilihan untuk investasi
Indonesian mining sector pertambangan di masa mendatang. Peraturan yang tumpang tindih,
korupsi merajalela, dan kurangnya kapasitas kelembagaan terus

menjadi perhatian investor

22 | Diana Mutti, | Corporate social [I. Menganalisis studi kasus dua | 1. Pertambangan perusahaan di Argentina tidak selalu responsif dan
Diego Vazquez- | responsibility in the mining proyek pertambangan di yang akan datang dalam praktik CSR mereka.

Brust, Natalia | industry: Perspectives from | argentina. 2. Sebuah upaya besar diharapkan dapat meningkatkan hubungan
Yakovleva, stakeholder  groups in

perusahaan dengan masyarakat setempat dan kelompok masyarakat
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Martin H. Di | Argentina 2. Mengeksplorasi para pemangku sipil.
Marco kepentingan utama memandang | 3. Komunikasi yang tidak memadai (akses terhadap informasi,
(2010) kontribusi CSR bagi kesejahteraan kelengkapan, relevansi dan akurasi) adalah kendala utama untuk
dan pembangunan sosial-ekonomi keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif.
masyarakat  pertambangan dan
pembangunan berkelanjutan
bangsa.
23 | Nicola Careddu, | Promoting ecological [1. Mengetahui faktor dampak | 1. Analisis faktor dampak lingkungan utama (kebisingan, getaran, asap,
Giampaolo sustainable planning for lingkungan akibat adanya debu,lalu lintas kendaraan)
Siotto (2011) natural stone quarrying. | penggalian marmer 2. Perencanaan tambang yang berkelanjutan disarankan akan membantu
The case of the Orosei 2. Untuk  menetapkan  pedoman evaluasi, serta label hijau.
Marble Producing Area in perencanaan pengelolaan lahan
Eastern Sardinia
24 | Zhuo-fu Wang, | Risk analysis of slope [1. Untuk mengetahui ketidakpastian | 1. Probabilitas risiko instabilitas meningkat dari 2,38% menjadi 4,74%
Ji-yong  Ding, | instability of levees under | lereng dan stabilitas tanggul akibat | 2. Korosi lereng dan tanggul, membuat curam lereng dan probabilitas
Gao-sheng Yang | river sand mining | adanya penambangan pasir sungai, risiko ketidakstabilan hampir dua kali lipat setelah penambangan
(2012) conditions 2. Termasuk ketidakpastian pasir.
darieksploitasi  berlebihan oleh
kontraktor penambangan pasir
25 | Gomez Thallium occurrence and | Mengetahui terjadinya talium dan | Daerah pertambangan rentan mengandung tingkat tinggi konsentrasi
Gonzalez, partitioning in soils and | partisi di tanah dan sedimen akibat | Thalium (TI). Eksposisi limbah tambang ke kondisi atmosfer dan
Garcia-Guinea, | sediments  affected by | dampak kegiatan pertambangan di | berpotensi mencemari lingkungan Hidup
Laborda, mining activities in Madrid | provinsi Madrid (Spanyol).
Garrido (2015) | province (Spain)
26 | Tekedil Zeenat | Impact of Rare Earth | Untuk mengetahui perbandingan | 1. Penurunan pH air dan tanah
Humsa, R. K. | Mining and Processing on | variasi geokimia di tanah karena | 2. Tanah dan air yang sangat tercemar dengan zat besi dan klorin.
Srivastava Soil and Water Environment | kontaminasi dan tingkat pencemaran | 3. Peningkatkan pemuatan logam berat dilapisan tanah
(2015) at  Chavara, Kollam, | air dari sumber air yang berbeda 4. Polusi air dan tanah di daerah

Kerala: A case Study”,
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